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BUPATI PAEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang :bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan
Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2018 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017,

Mengingat

0 1.

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan  Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);
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Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan kepada Masyarakat;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5351);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017
sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 109 Tahun 2016;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Keuangan Daerah Serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
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Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun
2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2005
Nomor 2 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun
2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
dan Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun 2010 Nomor 1 Seri C);
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun
2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelelangan Ikan
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2010
Nomor 2 Seri C);

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 2011 Nomor 1 Seri B), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Derah Kabupaten Pamekasan
Nomor 3 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 2018 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun
2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 1 Seri C),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 Nomor 2);
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun
2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 2 Seri C),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2016 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 6);
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun
2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 3 Seri C),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2016 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 5);
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun
2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 4 Seri C),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 13);
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 21 Tahun
2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 2013 Nomor 18);

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun
2015 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank
Perkreditan Rakyat Jatim (Lembaran Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 2015 Nomor 8);



Menetapkan

40. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun
2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke
dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 4);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun
2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018

Nomor 13);
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2017.

Pasal 1

Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017 terdiri atas :

1. Pendapatan :
a. Pendapatan Asli Daerah.......... Rp 243.311.843.020,28
b. Dana Perimbangan.................. Rp 1.337.421.843.722,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah ...........cocoiiiiiiiiin.
............................................... Rp 325.469.597.802,00

Jumlah Pendapatan ................ Rp 1.906.203.284.544,28
2. Belanja :
a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai................. Rp 670.998.128.342,90
2) Belanja Bunga.......c........... Rp 0,00
3) Belanja Subsidi.................. Rp 0,00
4) Belanja Hibah.................... Rp 48.454.219.190,56
5) Belanja Bantuan Sosial...... Rp 7.643.500.000,00
6) Belanja Bagi Hasil.............. Rp 5.488.073.520,50

7) Belanja Bantuan Keuangan Rp 251.565.503.725,00
8) Belanja Tidak Terduga....... Rp 2.772.888.100,00
Rp 986.922.312.878,96

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai................. Rp 34.933.573.731,00
2) Belanja Barang dan Jasa...Rp 325.616.795.403,54
3) Belanja Modal.................... Rp 372.031.422.731,73
Rp 732.581.791.866,27
Jumlah Belanja ................. Rp 1.719.504.104.745,23
Surplus/ (Defisit) Rp 186.699.179.799,05
3. Pembiayaan :
a. Penerimaan.............cccccooeieennn. Rp 198.329.059.885,30
b. Pengeluaran.............c....c.cee.e. Rp 15.388.613.622,40

Jumlah Pembiayaan Netto....... Rp 182.940.446.262,90
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan .......
............................................... Rp 369.639.626.061,95




Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran II Peraturan
Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 10 September 2018

PENJABAT BUPATI PAMEKASAN,

/

/RB. FATTAH JASIN

Diundangkan di Pamekasan W
pada tanggal 10 September 2018 e E K 03

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
7 vKABUPATEN PAMEKASAN,

“ MOHAMAD ALWI

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2018 NOMOR 39



